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KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

NOMOR 231/KPTS/M/2018
TENTANG
PROPORSI PENDANAAN

KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 21/ PRT/ M /2016 tentang Kemudahan dan/ atau
Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/ PRT/
M/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/ PRT/ M
/ 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan
Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Proporsi Pendanaan

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;

1. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (Berita Negara Republik Indone sia Tahun 2015



Menetapkan :

KESATU

Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/ PRT/ M / 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/ PRT/ M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
466);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau
Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 892) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 26/ PRT/ M/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 21/ PRT/ M/2016 tentang Kemudahan dan/atau
Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1034);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PROPORSI PENDANAAN

KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA.

Menetapkan Proporsi Pendanaan Kredit/ Pembiayaan
Pemilikan Rumah Sejahtera dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. porsi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
sebesar 90%  (sembilan puluh per seratus) dari
kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera; dan

2. porsi dana Bank Pelaksana sebesar 10% (sepuluh per
seratus) dari kredit/ pembiayaan pemilikan rumah

sejahtera.



KEDUA : Pada saat Keputusan Menteriini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
247/ KPTS / M / 2015 tentang Proporsi Pendanaan
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,
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